EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN

METODE OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DI DPPKA

KOTA SURAKARTA by Yunanto, Eko
1EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN 
METODE OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DI DPPKA 
KOTA SURAKARTA
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Ahli Madya 










EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN 




Advertisement tax is one of the region tax that has important contribution 
to the government income. The purpose of this research is to know how is the 
system of advertisement tax collection in DPPKA of Surakarta City, to indentify 
the obstacles that found in collection the tax and to know the effort that was taken. 
The research was taken by observation method, interview method, 
documentation and literature research, The result of the research is DPPKA still 
have any problem although the income always increase during three last year in 
2007-2009.
The conclusion of this research are the system collection that taken was 
good enough, unawareness has become the first obstacle that is hard to handle, 
and the government keep doing socialiszation to the public to solve the obstacle
that faced.
Based on the result of the research, the researcher gives some suggestion 
to the DPPKA of Surakarta City should be apply strict punishment to the tax 
payer who out of rule and give the best quality of the service.
Keyword : Official Assessment System, Advertisement Tax.
3MOTTO
“If you wanna be at the top of the world you gotta learn how to stand”
“We have two hands,,one to help ourself,,the second 
to help others”
“Dan apabila aku sakit, maka dialah ALLAH yang menyembuhkan ku.”
(RS PKU Muhammadiyah)
“Diluar sana masih banyak sesuatu yang INDAH”
(Penulis)
“Kreatifitas seseorang akan muncul disaat keadaan sedang mendesak”
(Bangkit Yudha W)
“Just Think Positive”
(Risna Hilmi Septiani) 
“If we can make it there,,,We can make it anywhere”
(Madagascar)
“Just SAY,.,YES WE CAN”
(Baraack Obama)
“As long as you can do things by yourself,,just do it”
(My Daddy)
4PERSEMBAHAN
Penulis persembahkan kepada :
Kedua orang tua yang tiada henti-hentinya dalam 
memberi nasehat, dukungan,kasih saying dan do’anya
Keluarga tercinta yang selalu memberi semangat





Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena 
berkat ridho dan karuniaNYA penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul “EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN 
METODE OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DI DPPKA KOTA 
SURAKARTA” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya 
Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih jauh 
dari sempurna, oleh karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman 
penulis. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada 
umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugas akhir ini
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. ALLAH SWT yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan bagi 
penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
2. Bapak Prof .Dr. Bambang Sutopo, M.Com selaku dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Drs. Sri Santoso Tri Hananto, M.si., Ak selaku ketua Program 
Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta
4. Bapak Sri Suranta. SE., M. Si., Ak selaku ketua Prodi 3 Perpajakan 
Fakultas Ekonomi sekaligus pembimbing akademik penulis
65. Bapak Ahmad Ridwan SE,AK. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 
dengan sabar dan senang hati meluangkan waktu dan tenaga serta ilmu 
yang dimiliki kepada penulis
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membagi 
ilmu kepada penulis
7. Bapak Budi Yulistianto, Selaku kepala DPPKA yang telah memberikan 
ijin kepada penulis untuk magang
8. Bapak Drs. Suyamto selaku kepala Bidang Perbendaharaan tempat penulis 
magang
9. Para staf bidang perbendaharaan yang telah membantu penulis selama 
penulis magang
10. Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan do’a serta nasehat 
kepada penulis
11. Teman-teman Seperjuangan SMA Danial, Fais, dan Arief thank a lot for 
everything, you are my best friend.
12. Teman-teman kaum pacitan Bangkit (Thanks a lot uda bntu aku dsaat ak 
ad musibah), Ahmad (Thanks ats smua bantuan km med) , Tegar (Thanks 
ud ngajari flowchart), Risna (Thanks a lot uda bantu menyelesaikan TA,
i’m your big fans =) and you’re the only one that make me keep standing), 
Rosa (Thanks bcandanya), Mutia (Thanks bwt semangatnya), Fungki
(Thanks bwt dukunganya), Devi (Thanks bwt wkt km utk sharing), 
Hanung (Thanks bwt bubur ayamnya), Retnanda (Thanks bwt kebaikan 
km slama nie), Doni, Sandri, Nanda, Wibi, dan teman-teman perpajakan
707 lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh sebab itu penulis menantikan saran dan kritik yang membangun 
untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Wassalammu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh.
Surakarta,                     2010
Penulis
8DAFTAR ISI
   Halaman
HALAMAN JUDUL …………………………………………….......... i
ABSTRACT …………………………………………………………… ii
HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………... iii
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………… iv
MOTTO ……………………………………………………………….. v
PERSEMBAHAN …………………………………………………….. vi
KATA PENGANTAR ………………………………………………… vii
DAFTAR ISI ………………………………………………………….. viii
DAFTAR TABEL …………………………………………………….. xii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………. xiii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………. xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ………………………….. 1
B. Rumusan Masalah ………………………………... 3
C. Tujuan Penelitian …………………………………. 4
D. Manfaat Penelitian ………………………………… 4
E. Metode Penelitian …………………………………. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Evalusasi ……………………………… 8
B. Pengertian Sistem dan Pemungutan ………………. 9
C. Pengertian Pajak …………………………………... 10
D. Fungsi Pajak ………………………………………. 11
9E. Manfaat Pajak ……………………………………... 11
F. Asas Pemungutan …………………………………. 12
G. Sistem Pemungutan ………………………………. 13
H. Pengelompokkan Pajak …………………………… 13
I. Tarif Pajak ………………………………………... 14
J. Pajak Daerah ……………………………………… 15
K. Pajak Reklame ……………………………………. 17
BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Obyek Penelitian ……………………… 22
B. Laporan Magang …………………………………. 38
C. Pembahasan Masalah …………………………….. 39
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………. 52





TABEL    Halaman
3.1. Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame ……………...... 49
11
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR   Halaman
3.1. Bagan Aliran Pendaftaran dan Permohonan Reklame …………… 44
3.2. Bagan Aliran Pengecekan dan Pengotorisasian
di Bagian Dafda …………………………………………………. 45
3.3. Bagan Aliran Menghitung Pajak dan Menerbitkan
Dokumen di Penetapan …………………………………………… 46
3.4. Bagan Aliran Pengarsipan di Pembukuan Serta
Aliran Form Untuk Wajib Pajak …………………………………. 47
3.5 Bagan Aliran Pembayaran Pajak di Kas Penerimaan Daerah ……. 48
12
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Pernyataan
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang
Lampiran 3. Memo Laporan Magang
Lampiran 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta
Lampiran 5. Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999
Lampiran 6. Realisasi Penerimaan Daerah Kota Surakarta




A. Latar Belakang Masalah
Peranan pajak dalam penerimaan Negara semakin besar terbukti dari 
adanya penerimaan Negara yang berasal dari pajak hampir mancapai 80%. 
Hal tersebut membawa konsekuensi realisasi penerimaan Negara sangat 
bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Pajak Reklame merupakan 
salah satu sumber Pendapatan Daerah yang diharapkan menjadi sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga 
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Kota Surakarta merupakan kota yang mempunyai daya tarik 
tersendiri bagi investor dikarenakan keberagaman kebudayaan jawa yang 
terdapat di dalamnya serta keramahtamahan penduduknya. Seiring 
berjalanya waktu perekonomian kota Surakarta juga mengalami 
perkembangan melalui kebudayaan yang dimiliki, maka dari itu upaya 
Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah, salah satu pajak 
daerah yang potensinya cukup besar adalah pajak reklame.
Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999, 
reklame adalah benda, alat-alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan, dan memujikan barang, jasa atau orang, 
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau 
14
orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca, dan atau didengar dari 
suatu tempat oleh umum.
Berdasarkan perda kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang pajak 










10. Reklame Film atau Slide
Adapun obyek reklame yang dikecualikan dalam pengenaan pajak 
reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, 
warta mingguan, warta bulanan. dari perincian tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa obyek pajak reklame mempunyai jenis yang berbeda-
beda sehingga dalam tata cara pemungutan pajaknya harus dilakukan secara 
seksama. dikarenakan pajak reklame dipungut menggunakan official 
assessment system maka hal ini berarti wewenang untuk menentukan 
besarnya pajak terutang ditentukan oleh petugas Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan, Keuangan dan Aset dimana wajib pajak bersifat pasif.
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Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah 
yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya untuk 
pembangunan kota Surakarta. Di Kota ini banyak perusahaan-perusahaan 
baik milik Negara maupun swasta, baik perusahaan kecil maupun besar 
yang saling bersaing satu sama lain, salah satu media yang digunakan dalam 
mempromosikan produk dari masing-masing perusahaan tersebut adalah 
melalui iklan atau reklame, usaha pempublikasian ini yang bisa dijadikan 
objek bagi pemerintah untuk menambah penerimaan kas daerah.
Untuk itu pemerintah Kota Surakarta menerapkan sistem 
pemungutan pajak reklame yang harus dipatuhi oleh para subjek pajak yang 
akan menyelenggarakan reklame, hal ini bertujuan agar penyelenggaraan
reklame dan pemungutanya berjalan dengan tertib.
Berdasar latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 
mengangkatnya ke dalam tugas akhir dengan judul “EVALUASI SISTEM 
PEMUNGUTAN  PAJAK REKLAME DENGAN METODE
OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DI DPPKA KOTA 
SURAKARTA”.
B. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimanakah sistem pemungutan pajak reklame dengan menggunakan 
metode Official Assessment System di DPPKA Surakarta?
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2. Hambatan apa yang dihadapi oleh DPPKA Kota Surakarta dalam sistem 
pemungutan pajak reklame?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh DPPKA Kota Surakarta untuk 
mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame?
C. Tujuan Penelitian
1. Memperoleh gambaran mengenai sistem pemungutan pajak reklame.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh DPPKA dalam 
menjalankan sistem pemungutan pajak reklame.




Menambah wawasan mengenai pajak daerah khususnya pajak 
reklame dan sistem pemungutanya.
2. Bagi Pemerintah
Memberikan masukan kepada aparat pemerintah kota Surakarta 
mengenai pentingnya pelaksanaan sistem pemungutan yang transparan 
dalam upaya memberikan wawasan bagi masyarakat yang menjadi 
subyek pajak reklame.
3. Bagi Pihak Lain
Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dijadikan sebagai informasi 
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yang mampu memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun 
ke arah yang lebih baik.
E. Metode Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. Hal yang ingin dikaji yaitu mengenai evaluasi sistem 
pemungutan pajak reklame dengan metode official assessment system.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 
deskripsi yaitu menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang 
berlangsung pada suatu tempat yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis 
data :
a. Data Primer
Adalah data yang didapat melalui observasi dan wawancara 
secara langsung di lapangan, dalam hal di DPPKA dengan berbagai 
cara berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya langsung 
kepada petugas mengenai sistem pemungutan.
b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber 
lainnya yang dituangkan dalam bentuk laporan, selebaran dan lain-
lain.
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:
a. Metode Penelitian Kepustakaan 
    Penulis mempelajari dan mengumpulkan informasi dari 
berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan perpajakan 
dan peraturan pelaksananya serta buku-buku dan yang berkaitan 
dengan bahasan dalam penulisan ini.
b. Metode Observasi 
     Penulis mengamati dan mengumpulkan data serta informasi 
yang berkaitan secara langsung di lapangan, yaitu di DPPKA.
c. Metode Wawancara
     Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara 
langsung dengan pihak-pihak di DPPKA.
d. Metode Pengolahan Data
1) Metode Deduksi
      Metode deduksi adalah metode penarikan simpulan dengan 
cara menentukan terlebih dahulu simpulan yang didapat 
kemudian menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang 
mempengaruhi simpulan tersebut.
2) Metode Induksi
      Metode induksi adalah metode penarikan simpulan dengan 
cara terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor (masalah-
masalah) yang diperoleh dari uraian bab yang ada kemudian 
menarik simpulan dari faktor-faktor tersebut.
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4. Teknik Pembahasan
Teknik pembahasan yang digunakan penulis dalam menyusun 
tugas akhir terdiri dari dua teknik pembahasan yaitu
a. Pembahasan Deskriptif
pembahasan deskriptif yaitu suatu teknik untuk membuat 
gambaran atau deskriptif secara sistematis dan Dalam pembahasan 
ini penulis menggunakan flowchart untuk mempermudah proses 
pemahaman, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang 
cukup jelas.
b. Optimalisasi Keputusan
Optimalisasi keputusan yaitu teknik untuk mensintesis suatu 






1. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk 
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 
informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 
dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 
menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision 
maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
evaluasi yang telah dilakukan.
(www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)
2. Menurut Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu 
yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa 
informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur 
tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan 
manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. 
Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai 
apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya 
semula. (www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan 
beberapa orang diatas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi 
yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang 
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untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. 
(www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)
B. Pengertian Sistem dan Pemungutan
Pengertian sistem menurut Wikipedia indonesia adalah sistem berasal 
dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu 
kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 
untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 
satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang 
kali atau yang terjadi secara rutin (Mulyadi, 2001: 31).
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek pajak dan subyek pajak atau restribusi, penentuan besarnya pajak 
atau restribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau restribusi 
kepada wajib pajak atau  wajib restribusi serta pengawasan penyetorannya 
(Prakosa, 2003: 77).
Dari definisi-definisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling 




Berdasarkan UU no. 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan untuk 
kemakmuran rakyat.
Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip Munawir (1992) 
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”.
Menurut Smeets seperti yang dikutip oleh Suandy (2002) “pajak adalah 
prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan 
yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 
dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah”.
Dari definisi-definisi pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengertian pajak adalah iuran kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa 
mendapat kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan untuk membiayai 
pengeluaran umum pemeruntah. Secara garis besar pajak memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut.
1. Iuran rakyat kepada Negara,
2. Tidak ada kontraprestasi secara langsung,
23
3. Dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah,
4. Hasilnya digunakan untuk pengeluaran rutin,
5. Mempunyai fungsi budgertair dan regulerend.
D. Fungsi Pajak
Menurut Suandy (2002) terdapat dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur
Dalam fungsi regulerend pajak berfungsi sebagai alat untuk 
mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik 
dengan tujuan tertentu.
2. Fungsi Budgetair
Fungsi budgedtair yaitu pajak sebagai sumber dana atau dengan 
kata lain memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan 
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
E. Manfaat Pajak
Adapun manfaat pajak bagi Negara maupun masyarakat yaitu :
1. Sebagai sumber pandapatan Negara penerimaan pajak dimasukkan ke 
dalam APBN dalam sisi penerimaan dan dipakai untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah.
2. Sebagai pemerataan pendapatan
3. Pajak sebagai alat penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan 
menerapkan tarif pajak progresif (tarif pajak lebih tinggi untuk golongan 
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masyarakat yang berpendapatan tinggi). Pengalokasian pajak untuk 
memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Sebagai alat untuk mendorong investasi
5. Apabila realisasi APBN ternyata lebih besar dari anggaran pengeluaran 
rutin, maka saldo digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. 
Berupa pembangunan atau tabungan pemerintah untuk dialokasikan pada 
periode anggaran berikutnya.
F. Asas Pemungutan
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib 
Pajak Dalam Negeri.
2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap 
orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di 
Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
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G. Sistem Pemungutan
1. Official Assesment System
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang.
2. Self Assesment System
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang.
3. With Holding System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak.
H. Pengelompokkan Pajak
1. Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2003)
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN)
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2. Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003)
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2003)
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
I. Tarif Pajak
Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. 
Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk 
menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak 
dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif 
pajak dibagi menjadi 4 macam antara lain (Supramono dan Theresia).
1. Tarif pajak proporsional
Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang 
tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan 
dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/ jasa 
kena pajak.
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2. Tarif pajak tetap
Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap 
berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas 
bea materai.
3. Tarif pajak degresif
Tarif pajak degresif adalah presentase pajak yang menurun seiring 
dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif pajak progresif
Tarif pajak progresif adalah presentase pajak yang bertambah 
seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
J. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
pemerintah daerah yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset. Pajak Daerah merupakan sumber dari 
pendapatan asli daerah (PAD). jadi besar pendapatan asli daerah dapat dilihat 
dari seberapa besar kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya 
sendiri.
Pajak daerah diatur dalam UU dan hasilnya akan masuk dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pajak daerah diatur dalam 
UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri 
dari 4 jenis pajak daerah tingkat I dan 7 jenis pajak daerah tingkat II.
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Pajak Daerah Tingkat I :
Cara menghitung pajak daerah dilakukan dengan rumus yaitu:
Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan dan
e. Pajak Rokok. 





e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.




Reklame yaitu benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk 
susunan dan atau corak atau ragamnya dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau 
seseorang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau 
seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar 
dari suatu tempat oleh umum. Sedangkan pengertian pajak reklame itu 
sendiri yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame
a. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999 tentang pajak reklame.
b. Keputusan Walikotamadya KDH Tk. II Surakarta Nomor 4 
tahun 2001 tentang perubahan keputusan Walikotamadya KDH 
Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman 
pelaksanaan lelang.
3. Subyek Pajak Reklame
a. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan reklame.
b. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame 
adalah.
1) Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan Reklame 
atas kuasanya.
2) Untuk badan adalah pengurus atas kuasanya.
4. Jenis atau Obyek Reklame
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a. Reklame Papan Billboard
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan 
kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar 
atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat 
lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan 
(berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
b. Reklame Kain
Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan 
kain, akret atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
c. Reklame Selebaran
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan 
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda lain.
d. Reklame Melekat
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk 
ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana 
umum.
e. Reklame Kendaraan
Adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada 
kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang 
perusahaan dan atau perwakilan berdomisili di wilayah daerah.
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f. Reklame Udara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
g. Reklame Slide Atau Reklame Film
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan lain yang 
sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada 
layar atau benda lain.
h. Reklame Peragaan
Adalah reklame yang diselenggrakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
i. Reklame Berjalan
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara dibawa atau 
berjalan oleh orang.
j. Reklame Suara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang 
diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat 
apapun.
Pengecualian obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame 
melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan 
yang sejenisnya.
5. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak 
Reklame
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a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
b. Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan Nilai 
Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.
c. Tarif dasar nilai strategis ditetapkan dengan keputusan 
Walikotamadya KDH Tk. II Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 
sebagaimana dalam lampiran.
d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari Nilai Sewa Reklame.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan:
1) Pembayaran pajak dilakukan dimuka.
2) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak 
reklame, retribusi sewa tanah, dan uang jaminan pembongkaran 
reklame dibayar.
3) Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya, diberi tanda 
Lunas Pajak Reklame.
Pembayaran pajak dilakukan di Bendaharawan Khusus 
Penerimaan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 
membayar pajak reklame dan biaya-biaya lain yang telah 
ditetapkan dalam penyelenggaraan reklame, maka petugas Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset melakukan penagihan 
dengan cara menyampaikan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo, 
pembayaran harus dilunasi.
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6. Pelaksanaan Pemasangan Reklame
a. Reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat ijin 
reklame dan pajak serta retribusinya dibayar penuh.
b. Reklame yang sudah dibayar penuh pajak dan retribusinya, 
diberi tanda Pajak Reklame yang dipasang ditempat reklame yang 
bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan 
pemeriksaan.
c. Setiap penyelenggaraan reklame didaerah dikenakan uang 
jaminan pembongkaran. Untuk reklame tetap sebesar 25% dari 
jumlah pajak yang harus dibayar dan untuk reklame insidental 




A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum DPPKA  Surakarta
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai 
dengan tahun1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya 
pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini 
dapat diredam untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan 
mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 
16/ S-D yang menetapkan Daerah Surakarta sebagai daerah karesidenan 
dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta.
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan 
Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada 
waktu itu terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, 
karena 9 (sembilan) kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan 
pelaksanaan penyerahan 9 (sembilan) kelurahan dari Kabupaten 
Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. 
Pelaksana teknis Pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. 
Jawatan tersebut antara lain Jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, 
Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan P.D.&.K, Pamong Praja, 
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dan Jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu 
itu diurusi oleh Jawatan Keuangan.
Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta 
Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintah, maka 
Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi 
dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan terebut terbagi lagi dalam 
bagian-bagian.
Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani 
oleh Jawatan Keuangan, kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. 
Berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta 
tanggal 23 Februari 1970 No. 259/ X.10/ Kp.70 tentang Struktur 
Organisasi Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum 
diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan 
sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi 
Bagian Pajak.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah 
Koyamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ 
Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum 
karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut 
adalah DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas 
yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. 
Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi 
diantaranya Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat atau 
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Propinsi yang diserahkan Kepada Daerah dan Seksi Doleansi/ P3 serta 
Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai 
pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan 
dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan 
daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957  tentang 
Pajak Daerah terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang 
wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi 
saat itu baru empat macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai 
berikut:
a. Pajak Pertunjukkan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1992.
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 
1971.
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953.
d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 
No. 12 Tahun 1971.
Disamping itu, DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara 
yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 
1959.
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b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 
Tahun 1960.
c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1970.
d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957.
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/ 
12/ 41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten atau  Kotamadya Daerah Tingkat II makin 
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 
tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan 
fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan 
daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan 
prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan 
Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya 
peraturan daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
Seiring berjalannya waktu, tata pemerintahan kota Surakarta 
mengalami banyak perubahan dan perbaikan, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah 
menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada peraturan baru tersebut 
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nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) peraturan baru 
tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 yang mana Dinas 
tersebut merupakan gabungan dari tiga unsur instansi pemerintah yaitu 
DIPENDA, Dinas Keuangan dan Kantor Aset. Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 
berkedudukan dan bertangggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset atau DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang yang 
dipimpin langsung oleh seorang kepala bagian yang dalam menjalankan 
tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung  bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA
Adapun kedudukan,tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
a. Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 34:
1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam 
melaksanakan tugas  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah.
2) Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat dua Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
b) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan.
c) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan 
wajib retribusi.
d) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan 
retribusi.
e) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi 
serta pendapatan lain.
f) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain.
g) Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 
akuntansi.
h) Pengelolaan Aset barang daerah.
i) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah.
j) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
k) Penyelenggaraan sosialisasi.
l) Pembinaan jabatan fungsional.
m) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
b. Paragraf  2 (dua) Susunan Organisasi Pasal 35:
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1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset terdiri dari :
a) Kepala.
b) Sekretariat, membawahkan:
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Subbagian Keuangan.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, 
membawahkan :
(1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
(2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
d) Bidang Penetapan, membawahkan :
(1) Seksi Perhitungan.
(2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
e) Bidang Penagihan, membawahkan :
(1) Seksi Penagihan dan Keberatan.
(2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
f)   Bidang Anggaran, membawahkan :
(1) Seksi Anggaran I.
(2) Seksi Anggaran II.
g) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
(1) Seksi Perbendaharaan I.
(2) Seksi Perbendaharaan II.
h) Bidang Akuntansi, membawahkan :
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(1) Seksi Akuntansi I.
(2) Seksi Akuntansi II.
i) Bidang Aset, membawahkan :
(1) Seksi Perencanaan Aset;
(2) Seksi Pengelolaan Aset.
j) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
k) Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang 
bersangkutan.
4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
yang bersangkutan.
5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
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3. Visi dan Misi DPPKA
Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah 
yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surakarta, sedangkan misinya antara lain menggali 
sumber pajak, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengutamakan 
kualitas pelayanan ketertiban. 
4. Diskripsi Tugas Jabatan dan Struktural
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendapatan. Uraian tugas seorang kepala dinas 
adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas.
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan.
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas 
sesuai dengan bidang tugas.
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku.
5) Menerapkan standar pelayanan minimal.
6) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan meliputi 
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan 
Kepegawaian.
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7) Menyusun kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan, dan 
dokumentasi.
8) Menyusun kebijakan teknis di bidang penetapan, penagihan, 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset.
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
1) Menyususun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana 
strategis dan rencana kerja Dinas.
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja Dinas.
3) Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan.
4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengkoordinasian 
penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
5) Mengelola administrasi perencanaa, evaluasi, dan pelaporan.
6) Mengelola administrasi keuangan.
7) Mengelola administrasi umum.
8) Mengelola administrasi kepegawaian.
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Sekretariat membawahkan :
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 
tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi, dan 
pelaporan.
2) Subbagian Keuangan
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan administrasi keuangan, seperti melakukan penyusunan 
rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan rencana kerja 
sekretariat, menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran dan 
perhitungan anggaran.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas melakukan pengelolaan administrasi umum dan 
kepegawaian, seperti melakukan administrasi surat menyurat dan 
perjalanan dinas, mengurus peralatan dan perlengkapan kantor, 
pendokumentasian informasi hukum serta kearsipan dan 
perpustakaan.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi
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Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai 
tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan 
data seperti melaksanakan kegiatan pendataan dan pengelolaan 
dokumentasi wajib dan obyek pajak serta retribusi daerah yang 
dikelola oleh dinas. Bidang pendaftaran, pendataan dan dokumentasi 
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Kepala Seksi Pendafataran dan Pendataan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran, pendataan, 
dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) 
dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang dokumentasi dan pengolahan data meliputi menghimpun, 
mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data wajib pajak 
daerah dan wajib retribusi daerah.
d. Bidang Penetapan
Bidang Penatapan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan, 
seperti melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah, 
melaksanakan penghitungan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak 
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Terutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan  Daftar Himpunan Ketetapan 
Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB). Bidang penetapan 
membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Perhitungan
Kepala Seksi Perhitungan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perhitungan yang meliputi perhitungan dan penetapan besarnya 
pajak dan retribusi daerah. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
Penerbitan surat ketetapan, meliputi menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), 
dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.
e. Bidang Penagihan
Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
penagihan, keberatan, serta pengelolaan penerimaan sumber 
pendapatan lain, seperti melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. Bidang 
Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Penagihan dan Keberatan
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Kepala Seksi penagihan dan Keberatan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
penagihan dan keberatan, meliputi penagihan tunggalan pajak 
daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta 
melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan 
Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis di bidang pengelolaan penerimaan sumber 
pendapatan lain yang meliputi mengumpulkan dan mengolah data 
sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku.
f. Bidang Anggaran
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
anggaran. Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu 
kesatuan tim kerja:
1) Seksi Anggaran I
Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran I.
2) Seksi Anggaran II
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Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas melakukan 




Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II. Bidang 
Perbendaharaan terdiri dari dua seksi:
1) Seksi Perbendaharaan I
Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perbendaharaan I, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan 
penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan 
penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil, 
melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D).
2) Seksi Perbendaharaan II
Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perbendaharaan II, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan 
penetapan Uang Persediaan (UP) dari semua SKPD, melakukan 
penyiapan bahan pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil, 




Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang akuntansi, seperti merumuskan laporan realisasi 
anggaran Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan. Bidang 
Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Akuntansi I
Kepala Seksi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi I, 
seperti melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas 
Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan.
2) Seksi Akuntansi II
Kepala Seksi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi 
II, seperti melakukan penyiapan bahan perumusan laporan arus kas 
Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan.
i. Bidang Aset
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan aset dan pengelolaan aset, seperti menginventarisasi data 
barang milik daerah. Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai 
berikut:
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1) Seksi Perencanaan Aset
Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan aset, seperti memproses pengadaan tanah.
2) Seksi Pengelolaan Aset 
Kepala Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan aset, seperti melakukan pengawasan barang milik 
daerah.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi 
Daerah Kota Surakarta.
k. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok ini bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan.
B. Laporan Magang
Selama melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), penulis melakukan berbagai 
macam kegiatan diantaranya entry data ke dalam komputer mengenai 
pegawai negeri sipil yang baik, yang sudah tersertifikasi maupun belum 
tersertifikasi, menulis pagu anggaran, mengantar surat dan berkas-berkas ke 
bagian tertentu, dan lain-lain. Kegiatan magang yang dilaksanakan pada hari 
Senin hingga hari Kamis dimulai pada pukul 07.15 dan berakhir pada pukul 
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15.15. Pada hari Jumat, kegiatan magang dilaksanakan pada pukul 07.15 dan 
berakhir pada pukul 11.00.
Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan mulai dari hari Senin 
hingga hari Jumat. Pada pagi hari, semua staf diwajibkan mengikuti apel pagi 
setelah bel masuk berbunyi, namun hal ini tidak wajib bagi mahasiswa yang 
melaksanakan magang. Kegiatan apel juga dilaksanakan setelah bel pulang. 
Pada hari Jumat semua staf dan peserta magang diperbolehkan mengikuti 
olah raga senam yang dilaksanakan di depan balaikota.
C. Pembahasan Masalah
1. Sistem pemungutan pajak reklame menggunakan metode Official 
Assessment System di DPPKA Surakarta :
Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat ijin terlebih 
dahulu dari Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Ijin memasang reklame diperoleh 
dengan cara mengajukan permohonan tertulis yang telah disediakan oleh 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Pada 
surat permohonan ijin pemasangan reklame dicantumkan keterangan 
sebagai berikut:
1) Nama dan alamat pemohon
2) Jenis, bahan, perlengkapan reklame
3) Ukuran reklame dan ketinggian reklame
4) Bunyi, isi, naskah gambar atau foto reklame
5) Tempat memasang reklame
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6) Posisi reklame yang akan dipasang
7) Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan diserahkan kepada 
pihak lain
8) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
Berikut ini sistem pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset:
a. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan
1) Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dokumen 
mengenai reklame yang akan dipasang dimana dokumen 
tersebut mencakup tinggi, lebar, panjang, tempat pemasangan 
reklame serta informasi-informasi penting lainnya yang 
dibutuhkan untuk pendataan di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset.
2) Formulir Permohonan dan dokumen diterima oleh customer 
service office lalu diserahkan ke Subdinas Pendaftaran, 
Pendataan, dan Dokumentasi (Dafda).
3) Subdinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi melakukan 
cek lokasi dimana lama pengecekan sekitar 2 hari sampai 1 
minggu tergantung akan letak dan ukurannya.
4) Setelah dilakukan pengecekan lokasi dan mendapat otorisasi 
maka akan langsung dilakukan perhitungan pajaknya akan 
tetapi apabila tidak, akan dikirim berupa surat mengenai belum 
atau tidak bisanya untuk memasang reklame tersebut disertai 
dengan via telepon.
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b. Prosedur Perhitungan dan Penetapan
1) Pajak akan dihitungkan berdasarkan panjang, lebar, tinggi, 
letak, bahan serta informasi-informasi lainnya yang 
dibutuhkan.
2) Data yang telah sebelumnya diterima di Subdinas pendaftaran, 
pendataan, dan dokumentasi diserahkan ke Subdinas 
Penetapan dimana pada Subdinas penetapan  akan dilakukan 
perhitungan lalu dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, 
Form Uang Jaminan Bongkar (UJB), dan Form perhitungan 
pajak dimana dikeluarkan 5 lembar.
3) Setiap form yang lembar pertama diberikan untuk wajib pajak, 
lembar kedua untuk Subdinas Pendaftaran, Pendataan, dan 
Dokumentasi sebagai arsip tetap, lembar ketiga untuk Subdinas 
Penetapan sebagai arsip tetap, lembar keempat untuk Subdinas 
Pembukuan dan lembar kelima untuk kas penerimaan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai 
bukti bayar yang sebelumnya diberikan ke wajib pajak  
terlebih dahulu.
4) Akan tetapi semua form belum dapat ditetapkan karena semua 
form tersebut diserahkan kembali ke Subdinas Pendaftaran, 
Pendataan, dan Dokumentasi untuk dicek kembali serta 
diotorisasi lalu diserahkan kembali ke Subdinas Penetapan 
untuk ditetapkan lalu lembar kedua dikembalikan ke Subdinas 
Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi untuk diarsip, pada 
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lembar keempat diserahkan ke Subdinas Pembukuan lalu 
lembar pertama  dan kelima diserahkan ke wajib pajak dimana 
nantinya lembar kelima diserahkan ke Kas Penerimaan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5) Setelah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
beserta form tersebut, wajib pajak dipanggil ke Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melalui 
surat dan telepon  pada saat ditelepon atau dikirim surat 
panggilan disertakan penjelasan mengenai besarnya pajak yang 
terutang dimana batas untuk datang memenuhi panggilan 
diberi jangka waktu selama satu minggu.
c. Prosedur Pembayaran 
Ketika wajib pajak telah sampai di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), wajib pajak menerima 
SKPD, UJB, dan form perhitungan (lembar pertama dan kelima) 
dari Subdinas Penetapan melalui Customer Service Office. Wajib 
pajak melakukan pembayaran ke kasir Kas Penerimaan Daerah 
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, form Uang Jaminan 
Bongkar (UJB), form perhitungan lembar kelima dan lembar 
pertama yang kemudian divalidasi lunas.
d. Prosedur Penerbitan Perijinan Reklame
Dimana setelah divalidasi lunas oleh kas penerimaan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) maka wajib 
pajak kembali ke Customer Service Office memperlihatkan form 
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pertama  yang telah divalidasi untuk dibuatkan surat perijinan 
reklame oleh Subdinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
dimana ada dua lembar, lembar pertama untuk wajib pajak dan 
lembar kedua untuk Subdinas Pendaftaran, Pendataan dan 
Dokumentasi kemudian lembar pertama diserahkan ke wajib pajak 
melalui Customer Service Office dan lembar kedua diarsip oleh 
Subdinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi.
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Flowchart Sistem Pemungutan Pajak Reklame di DPPKA Kota Surakarta
   Wajib pajak             Customer Service Office
Gambar 3.1
































Subdinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi
Gambar 3.2
Bagan Aliran Pengecekan dan Pengotorisasian di Bagian Dafda
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Kas Penerimaan Daerah Subdinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi
Bagan 3.5
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Sistem pemungutan pajak diatas merupakan serangkaian langkah yang 
digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam 
memungut pajak reklame dalam beberapa tahun terakhir, dimana dalam 
tiga tahun terakhir pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan, 
berikut tabel Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2007-
2009.
Tabel 3.I
Laporan Realisasi  Pendapatan
Pajak Reklame Tahun 2007- 2009
_______________________________________________________
            No  Tahun   Jumlah Wp       Target         Realisasi        Persen (%)
_______________________________________________________
1. 2007     5897     3.416.000.000    3.441.757.063    100.75
2. 2008     5838     3.450.000.000     3.527.909.910     102.26
3.   2009     5025   4.500.000.000     3.850.377.341       85.86  
_______________________________________________________
Sumber : DPPKA Kota Surakarta
Berdasar tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi 
penerimaan pajak reklame dari tahun 2007-2009 selalu mengalami 
peningkatan, untuk tahun 2009 meskipun realisasi penerimaan pajak 
reklame meningkat akan tetapi tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan, hal ini sedikit berbeda dari keadaan yang sebenarnya terjadi 
dimana reklame merupakan media yang paling efektif dalam menciptakan 
kerjasama yang saling menguntungkan antara wajib pajak dengan 
pemerintah daerah. Untuk lebih jelas memahami sistem dan prosedur 
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tersebut diatas berikut disajikan contoh kasus mengenai perhitungan pajak 
reklame.
Nyonya Elisha memasang sebuah papan reklame jenis Non Board 
dari seng dengan ukuran 3x3 meter, reklame tersebut ditempatkan di 
dalam terminal dengan periode pembayaran pertahun. Dari contoh kasus 
tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Nyonya 
Elisha, untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar digunakan 
rumus mengalikan luas reklame dengan tarif Nilai Jual Objek Pajak Non 
Board.
Perhitungan = Luas Reklame x Tarif NJOP Non Board
        = (2x3) m x Rp 275.000,00
        = 6 m x Rp 275.000,00
        = Rp 1.650.000,00
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPPKA Kota Surakarta dalam 
sistem pemungutan pajak reklame.
Sistem pemungutan pajak reklame dengan menggunakan metode 
Official Assessment System di DPPKA Surakarta sudah berjalan cukup 
baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak reklame dari tahun 
ke tahun yang terus mengalami kenaikan. Sistem pemungutan pajak 
reklame dengan menggunakan metode Official Assessment System 
bertujuan untuk memberikan hak penuh kepada petugas agar penerimaan 
dari sektor pajak reklame dapat berjalan dengan hasil yang optimal, namun 
kenyataanya masih banyak faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
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pemungutan baik dari pihak petugas itu sendiri maupun dari pihak wajib 
pajak
Adapun hambatan yang sering kali terjadi pada pelaksanaan 
dilapangan yaitu : 
a. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian Wajib Pajak untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan ditetapkan oleh petugas.
b. Masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat mengenai 
peranan pajak sebagai sumber penerimaan Negara karena kurangnya 
sosialisasi dari petugas pemungut pajak, selain itu adanya keterbatasan 
sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pemungutan.
c. Banyaknya reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin resmi dari 
Pemerintah Kota Surakarta.
3. Upaya yang ditempuh oleh DPPKA Kota Surakarta untuk 
mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.
a. Secara tegas memperketat pengawasan terhadap wajib pajak reklame 
dalam menjalankan kewajibanya sebagai wajib pajak.
b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi baik mengenai tata cara 
pembayarannya maupun mengenai pentingnya kesadaran dalam 
membayar pajak untuk pembangunan Negara ke arah yang lebih baik
serta menambah sarana dan prasarana yang sekiranya dapat 
menunjang pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar dapat 
menunjang pendapatan asli daerah secara berkesinambungan.





Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada BAB III mengenai 
evaluasi sistem pemungutan pajak reklame dengan metode official assessment 
system pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pemungut pajak sudah 
cukup baik, walaupun terkadang realisasinya tidak mencapai target namun 
selama tiga tahun terakhir realisasi tersebut selalu meningkat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah selaku pemungut pajak 
reklame tidak hanya dari wajib pajak akan tetapi juga dari pihak 
pemerintah daerah itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk 
mengoptimalkan pendapatan pajak reklame adalah dengan melakukan 
kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah dan Negara. 
kegiatan tersebut antara lain, meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib 
pajak reklame, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibanya apabila belum bisa membayar tepat pada 
waktunya, bertindak tegas terhadap reklame-reklame yang sifatnya ilegal.
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B. Saran
Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset hendaknya dalam 
menentukan target  melihat pada realisasi tahun sebelumnya dan tidak 
menetapkan target terlalu jauh dari realisasi tahun sebelumnya serta 
mempermudah sisten pemungutan yang digunakan.
2. Menerapkan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
khususnya kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan 
juga kepada petugas pemungut.
3. Petugas fiskus memberikan informasi kepada objek pajak apabila sewaktu-
waktu terdapat perubahan mengenai segala peraturan yang berkaitan 
dengan tata cara  pembayaran pajak sehingga wajib pajak memiliki 
anggapan bahwa sistem pemungutan berjalan dengan transparan.
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